
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Mtnimbang : b a h w a  untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (5), pasal 12
ayat (3), pasal 13 ayat (7), pasal 17 ayat (6), pasal 18 ayat (4),
dan pasal 2 4  ayat  (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Nomor 1  Ta h u n  2017 tentang, per lu  menetapkan
Peraturan Bupa t i  tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah N o m o r  1  Ta h u n  2 0 1 7  ten tang  Pelaksanaan H a k
Keuangaii d a n  Administrat i f  Pimpinan d a n  Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat :  1 .  Undang-Undang N o m o r  5 1  T a h u n  1 9 9 9  t e n t a n g
Pembentukan Kabupaten Buol ,  Kabupaten Morowali d a n
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun  1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11  Ta h u n  2 0 0 0
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buo l ,  Kabupaten
Morowali d a n  Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara R e p u b l i k  Indonesia Ta h u n  2 0 0 0  N o m o r  7 8 ,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor
3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang N o m o r  1  T a h u n  2 0 0 4  t e n t a n g
Perbendaharaan N e g a r a  (Lembaran  N e g a r a  R e p u b l i k
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 1 7  Ta h u n  2014  tentang Majel is
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Ta h u n  2 0 1 4  Nomor  182 ,  Tambahan
LembaranNegara Nomor 5568);

5. Undang-Undang N o m o r  2 3  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 4  Nomor  2 4 4 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terahir dengan Undang-Undang Nomor  9  Ta h u n  2 0 1 5
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 ten tang  Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Ta h u n  2 0 1 5  Nomor  5 8 ,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor  5 8  Ta h u n  2 0 0 5  ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Ta h u n
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah N o m o r  1 2  Ta h u n  2 0 1 7  ten tang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilar. Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menter i  Da lam Negeri Nomor  7  Ta h u n  2 0 0 6
tentang Standar isas i  S a r a n a  d a n  P r a s a r a n a  K e r j a
Pemerintahan Daerah sebagaimana te lah d iubah dengan
Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 11  Ta h u n  2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7  Ta h u n  2006  tentang Standarisasi Sarana Dan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 1 3  Ta h u n  2006
tentang P e d o m a n  Penge lo l a a n  K e u a n g a n  D a e r a h
sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i  terakhir  dengan
Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 21  Ta h u n  2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 6 2  Ta h u n  2017
tentang Pe agelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaa n d a n  Pertanggungjawaban D a n a  Operasional
(Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1067);



MEMUTUSKAN

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1  TA H U N  2 0 1 7  TENTANG
PELAKSANAAN H A K  KEUANGAN D A N  ADMINISTRATIF
PIMPINAN D A N  ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah D a e r a h  a d a l a h  B u p a t i  s e b a g a i  u n s u r

penyelenggara pemer in tahan d a e r a h  y a n g  m e m i m p i n
pelaksanaan u r u s a n  p e m e r i n t a h a n  y a n g  m e n j a d i
kewenangan daerah otonom.

3. B u p a t i  adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD, adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang
berkedudukan sebagai unsur  penyelenggara pemerintahan
daerah.

5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang
jabatan Ketua d a n  Wakil-waki l  Ke tua  DPRD Kabupaten
Banggai Kepulauan.

6. Anggota DPRD ada lah  pejabat  daerah y a n g  memegang
jabatan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Sekretariat DPRD ada lah  Sekretariat DPRD Kabupaten
Banggai Kepulauan.

8. Sekretaris D P R D  a d a l a h  Sekretar is  D P R D  Kabupaten
Banggai Kepulauan.

9. U a n g  representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan
keciudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.

10. Tunjangan Komunikasi  In tens i f  adalah tun jangan y a n g
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan
dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan
Anggota DPRD.

11. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan setiap
melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

12. Kemampuan k e u a n g a n  d a e r a h  a d a l a h  k e m a m p u a n
keuangan daerah, ditentukan berdasarkan hasil perhitungan
atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan
belanja pegawai aparatur sipi l  negara dan dikelompokkan
dalam 3  (tiga) kelompok, yai tu tinggi, sedang, dan rendah
sesuai peraturan perundang-undangan.

13. Dana. Operasional P impinan DPRD ada lah  d a n a  y a n g
diberikan kepada Pimpinan DPRD set iap  b u l a n  u n t u k
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menunjang kegiatan operasional yang  berkaitan dengan
representasi, p e l a y a n a n  d a n  k e b u t u h a n  l a i n  g u n a
melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD
sehari-hari.

14. Anggaran Pendapatan d a n  Be lan ja  Daerah selanjutnya
disingkat A P B D ,  a d a l a h  A P B D  K a b u p a t e n  B a n g g a i
Kepulauan.

BAB II
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

(1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah dihitung
berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi
dengan belanja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan
Pemerintah Daerah.

(2) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdir i atas pendapatan asli Daerah, dana bagi hasil dan
dana alokasi umum.

(3) Belanja pegawai  apa ra tu r  s i p i l  negara  d i  l ingkungan
Pemerntah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)
terdiri a tas  belanja ga j i  d a n  tunjangan ser ta tambahan
penghasilan pegawai aparatur s ip i l  negara d i  l ingkungan
Pemerintah Daerah.

(4) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan data realisasi APBD 2
(dua) tahu a anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang
direncanakan.

(5) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud p a d a  a y a t  (1 )  d i lakukan  o l e h  t i m  anggaran
Pemerintah Daerah.

(6) Berdasarkan h a s i l  pengl-aungan kemampuan keuangan
daerah sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  ( 1 ) ,  m a k a
dikelompokkan sebagai berikut
a. apabi la  h a s i l  penghitungan jumlahnya  d i  z  tas R p .

550.000.000.000,00 ( l i m a  r a t u s  l i m a  p u l u h  m i l y a r
rupiah), maka dikelompokan pada kemampuan keuangan
daerah tinggi;

b. apabi la h a s i l  penghi tungan j um lahnya  a n t a r a  R p .
00.000.000.000,00 (t iga ra tus  mi lyar  rupiah) sampai

dengan Rp. 550.000.000.000,00 (l ima ratus l ima puluh
milyar rupiah), maka dikelompokkan pada kemampuan
keuangan daerah sedang; dan

c. apab i la  has i l  penghitungan jumlahnya d i  bawah Rp.
300.000.000.000,00 ( t iga  ra tus  m i l ya r  rupiah),  m a k a
dikelompokkan p a d a  kemampuan keuangan daerah
rendah.



Pasal 3

Berdasarkan penghi tungan kemampuan  keuangan d a e r a h
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 2 ,  m a k a  kemampuan
keuangan daerah pada Pemerintah Daerah ditetapkan dalam
kelompok kemampuan keuangan daerah sedang.

BAB III
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 4

(1) Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk
peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2) Tunjangan reses  d iber ikan se t iap  melaksanakan reses
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

(3) Tunjangan komun i kas i  i n t e n s i f  d a n  t un jangan  r e s e s
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan
sesuai kemampuan keuangan daerah.

(4) Berdasarkan hasi l  penetapan kelompok keuangan daerah
sebagaimana d imaksud  d a l a m  Pasa l  3 ,  m a k a  kepada
Pimpinan d a n  A n g g o t a  D P R D  d i b e r i k a n  t u n j a n g a n
komunikasi intensif dan tunjangan reses, dengan perincian
sebagai berikut :
a. tunjangan komunikasi,  intensif  ditetapkan sebesar 5

(lima) kali dari uang r-Tresentasi Ketua DPRD per bulan;
b. tunjangan reses ditetapkan sebesar 5  (lima) k a l i  dar i

uang representasi Ketua DPRD per bulan.
(5) Tunjangan komun ikas i  i n t e n s i f  d a n  t un jangan  r e s e s

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan
pajak yang dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD
yang bersangkutan.

BAB IV
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 5

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan
atribut.

(2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas :
a. pakaiar.  sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1

(satu) tahun;
b. paka ian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1

(satu) tahun;
c. paka ian  sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5

(lima) tahun;
d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu)

pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
e. paka ian  yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu)

pasang dalam 1 (satu) tahun.



(3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi,
efektifita s dan kepatutan.

(4) Kualitas pakaian dinas dan atr ibut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) setara dengan kuali tas pakaian dinas dan
atribut Bupati.

(5) Pakaian yang bercirikan khas daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hu ru f  e berupa pakaian khas yang bermotif
batik.

(6) Penyediaan pakaian dinas dan atr ibut  bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  ( 1 )
berpedoman pada standar satuan harga yang ditetapkan oleh
Bupati.

BAB V
PENGEMBALIAN RUMAH NEGARA BESERTA

PERLENGKAPANNYA DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

Pasal 6

(1) Dalam h a l  Pimpinan d a n  Anggota DPRD berhent i  a t a u
berakhir masa bakti,  maka Pimpinan dan Anggota DPRD
wajib mengembalikan rumah negara dan perlengkapannya
dalam keadaan b a i k  kepada Pemerintah Daerah pa l ing
lambat 1  ( s a t u )  b u l a n  s e j a k  tangga l  be rhen t i  a t a u
berakhirnya masa bakti.

(2) Dalam ha l  Pimpinan DPRD berhenti a tau  berakhir  masa
bakti, m a k a  P i m p i n a n  D P R D  w a j i b  mengembal ikan
kendaraan d i nas  jabatan d a l a m  keadaan b a i k  kepada
Pemerintah Daerah pa l ing  lambat  1  (satu) b u l a n  se jak
tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

(3) Pengernbalian rumah negara beserta perlengkapannya dan
kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) d a n  ayat  2 )  dilaksanakan dengan berpedoman pada
ketertuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BAB VI
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu
Tunjangan Perumahan

Pasal 7

(1) Dalam ha l  Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
rumah negara bagi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD
diberikan tunjangan perumahan.

(2) Dalam ha l  Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
rumah negara bagi Anggota DPRD, maka  Anggota DPRD
diberilcan tunjangan perumahan.



(3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, dengan
perincian sebagai berikut :
a. Pimpinan DPRD masing-masing, sebagai berikut :

1. Ketua sebesar Rp.-O-; dan
2. Waki l  Ketua  sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan j u t a

rupiah) per bulan.
b. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.6.900.000,-

(enam juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
(4) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) d a n  ayat  (2) t i dak  dapat diberikan secara
bersamaan dengan rumah negara dan perlengkapannya.

(5) Apabila b e s a r a n  t u n j a n g a n  p e r u m a h a n  sebagaimana
dimaksud p a d a  a y a t  ( 3 )  me leb ih i  besaran tun jangan
perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi
Tengah d a n  d a l a m  p e r a t u r a n  perundang-undangan
ditentukan besaran tunjangan perumahan untuk  Pimpinan
dan Anggota DPRD, maka dilakukan penyesuaian.

(6) Penyesuaian terhadap tunjangan perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

(7) Rumus perhitungan tunjangan perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat  (3), tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati
ini.

Bagian Kedua
Tunjangan Transportasi

Pasal 8

(1) Tunjangan transportasi diberikan kepada Anggota DPRD.
(2) Dalam ha l  Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan

kendaraan d i n a s  jabatan b a g i  P impinan DPRD,  m a k a
Pimpinan DPRD dapat diberikan tunjangan transportasi.

(3) Tunjangan transfortasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, dengan
perincian sebagai berikut :
a. P imp inan  DPRD masing-masing, sebagai berikut :

1. Ke tua  sebesar Rp.-O-; dan
2. Wa k i l  Ketua sebesar Rp.-O,-.

b. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.9.000.000,-
(sembilan juta rupiah) per bulan.

(4) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud
pada aya t  (2)  t i d a k  dapa t  diberikan secara bersamaan
dengan kendaraan dinas jabatan.

(5) Apabila b e s a r a n  t u n j a n g a n  t ranspor tas i  sebagaimana
dimaksud p a d a  a y a t  ( 3 )  me leb ih i  besaran tun jangan
transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi
Tengah d a n  d a l a m  p e r a t u r a n  perundang-undangan



ditentukan besaran tunjangan transportasi untuk Pimpinan
dan Anggota DPRD, maka dilakukan penyesuaian.

(6) Penyesuaian terhadap tunjangan transfortasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

(7) Rumus perhitungan tunjangan transfortasi sebagaimana
dimaksud pada ayat  (3), tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB VII
KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA

Pasal 9

(1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan
wewenang Pimpinan DPRD, dapat disediakan belanja rumah
tangga.

(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan u n t u k  memenuhi kebutuhan min ima l  r umah
tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah.

(3) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud
pada ayat  (2) setara dengan kebutuhan kegiatan rumah
tangga Bupati.

BAB VIII
DANA OPERASIOAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

(1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bu lan
kepada P i m p i n a n  D P R D  u n t u k  menun jang  keg ia tan
operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan,
dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas
ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

(2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada  aya t  (1)
diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat  (1) t i dak  digunakan u n t u k  keperluan pribadi,
kelompok, dan/a tau  golongan dan  penggunaannya h a m s
memperhatikan asas  manfaat ,  efektif i tas, ef is iensi  d a n
akuntabilitas.

Bagian Kedua
Besaran Dana Operasional

Pasal 11

Berdasarkan h a s i l  penetapan ke lompok keuangan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka kepada Pimpinan



DPRD ctiberikan dana operasional, dengan perincian sebagai
berikut :
a. u n t u k  Ketua DPRD, ditetapkan sebesar 5  (lima) ka l i  dar i

uang representasi Ketua DPRD per bulan;
b. u n t u k  Wakil Ketua DPRD, ditetapkan sebesar 3  (tiga) ka l i

dari uang representasi Wakil Ketua DPRD per bulan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

Pasal 12

Pemberian d a n a  operasional sebagaimana d imaksud da lam
Pasal 11 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
a. 8 0 %  (delapan p u l u h  persen) d iber ikan secara sekaligus

untuk sernua biaya atau disebut lumpsum; dan
b. 2 0 %  (dua pu luh persen) diberikan un tuk  dukungan dana

operasional lainnya.
Pasal 13

Tata cara pencairan dana operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :
a. Bendahara pengeluaran mengajukan s u r a t  permintaan

pembayaran langsung pencairan dana operasional sebesar
1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran
kepada pengguna anggaran.

b. Berdasarkan pengajuan s u r a t  permin taan pembayaran
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris
DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah
membayar langsung u n t u k  pencairan d a n a  operasional
sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari  pagu 1 (satu) tahun
anggaran kepada bendahara umum daerah.

c. s u r a t  perintah menibayar langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) melampirkan:
1. da f ta r  penerima dana operasional; dan
2. p a k t a  integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan

DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai
dengan peruntukannya.

d. Kuasa B U D  menerbitkan su ra t  perintah pencairan dana
untuk d a n a  operasional  berdasarkan s u r a t  p e r i n t a h
membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke
rekening bendahara pengeluaran sekretariat DPRD.

e. Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf
d melakukan pembayaran dana operasional yang diberikan
secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2
huruf a  berdasarkan kui tans i  yang telah ditandatangani
ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.

f. Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf
d mengelola dana operasional un tuk  dukungan operasional
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2  h u r u f  b
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.



Pasal 14

(1) Dalarn r a n g k a  pertanggungjawaban d a n a  operasional,
Pimpirian DPRD wajib menandatangani fakta integritas yang
menjelaskan penggunaan d a n a  t e l a h  s e s u a i  d e n g a n
peruntukannya.

(2) Pertanggungjawaban p e n g g u n a a n  d a n a  o p e r a s i o n a l
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huru f  a dibuktikan
dengan laporan penggunaan dana operasional.
Pertanggungjawaban p e n g g u n a a n  d a n a  o p e r a s i o n a l
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2  h u r u f  b  disertai
dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

(4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukt i  pertanggungjawaban
penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap
bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan
sebelumnya, sebagai tambahan d a n a  operasional b u l a n
berjalan.

(6) Pertanggungjawaban penggunaan d a n a  operasional o l e h
Pimpinan DPRD sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (4 )
sebagai dasar  u n t u k  pengajuan pencairan d a n a  b u l a n
berikutnya.

Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan
ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
tidak digunakan sampai dengan akh i r  tahun  anggaran, s isa
dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah
paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB IX
KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN

DAN TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 16

(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling
banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

(2) Kelompok pakar  a t a u  t i m  a h l i  a l a t  kelengkapan DPRD
sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  ( 1 )  d i a n g k a t  d a n
diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai
dengan kebutuhan.

(3) Terhadap kelompok pakar atau t i m  ahl i  a lat  kelengkapan
DPRD sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (1 )  d iber ikan
kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Besaran kompensasi kelompok pakar  a tau  t i m  ah l i  a la t
kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berpedoman pada standar satuan harga yang ditetapkan oleh
Bupati.



Pasal 17

I

U

4

(1) Tenaga a h l i  f raks i  d isediakan 1  (satu)  o rang  u n t u k  set iap
fraksi.

(2) Tenaga a h l i  f r a k s i  sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  (1)
ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.

(3) Terhadap tenaga a h l i  f r a k s i  sebagaimana d i m a k s u d  p a d a
ayat ( 1 )  d i b e r i k a n  k o m p e n s a s i  d e n g a n  m e m p e r h a t i k a n
standar k e a h l i a n  s e s u a i  d e n g a n  k e t e n t u a n  p e r a t u r a n
perundang-undangan.

(4) Besaran k o m p e n s a s i  Te n a g a  a h l i  f r a k s i  s e b a g a i m a n a
dimaksud pada  aya t  (3) berpedoman pada  s tandar  sa tuan
harga yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Besaran masing-masing d a r i  pe laksanaan h a k  keuangan d a n
administrat i f  p imp inan d a n  anggota DPRD, d i te tapkan dengan
Keputusan Bupat i  Banggai Kepulauan.

Pasal 20

Peraturan Bupat i  in i  mulai  berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar set iap o rang  mengetahui,  memer in tahkan  pengundangan
Peraturan B u p a t i  i n i  d e n g a n  penempatannya  d a l a m  B e r i t a
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Sa lakan
pada tangga 2 8  Ju l i  2017

BUPATI BAN G A I  KEPULAUAN,

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 28 Ju l i  2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 53

ZAINAL U S
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 53 TAHUN 2011
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN I-IAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAr DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Denis Gaji dan Tunjangan Syarat
MOH. RISAL ARWIE ISRAFIL MALINGONG RAHMAN Hi. MAKMUR

Bulan M.S. 1 Bulan M.S. 2 Bulan M.S. 3

Uang Representasi,
Gaji Pokok Bupati/wali

2.100.000 1.680.000 1.575.000
Tunjangan Keluarga
Istri/Suami 10% 210.000 168.000 157.500

Tunjangan Beras 10% 210.000 168.000 157.500

Uang Paket 10% 210.000 168.000 157.500

Tunjangan Jabatan 145% 3.045.000 2.436.000 2.283.750

Tunjangan Alat Kelengkapan
Bamus 7,50% 228.375 121.800 -
Banggar 7,50% 228.375 121.800 -

Komisi 91.350 Anggota

Baperda -

BK

Tunjangan Komunikasi Intensif Sedang 10.500.000 10.500.000 10.500.000

Tunjangan Reses Formula 10.500.000 10.500.000 10.500.000

TK-BPJS Formula —
TK-Ganeral Chek-Up Formula

p

TJKK Formula
TJKM Formula
Tunjangan Perumahan Formula 9.819.810 7.855.848
Tunjangan Transportasi Formula 11.475.000

Dana Operasional Pimpinan Sedang 8.400.000 4.200.000 -

Jumlah 25.131.750 10.500.000 29.383.410 10.500.000 34.253.448 10.500.000

Setelah Pajak 48.975.435 38.256.688 29.778.821

SIMULASI GAJI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BA K E P U L A U A N

ZAINA U S



LAMPIRAN II
I'ERATURANI1UPATI ItANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATUMN DAERAil NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIP PIMPINAN 1)AN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jabatan Nilai Tanah

.,„
Bangt.nan Total Tunjangan Pajak 15% Setelah Pajak

Ketua 1.352.833 10.701.522 12.054.335 1.808.150 10.246.184

Wakil Ketua 901.875 8.917.935 9.819.810 1.472.972 8.346.839

Anggota 721.500 7.134.348 7.855.848 1.178.377 6.677.471

Standart Sewa Rumah Per-Bulan 12

Ketua 12.487.500 98.783.280 111.770.780 130% 144.652.01µ

Wakil Ketua 8.325.000 82.319.400 90.644.400 130% 117.837.720

Anggota 6.660.000 65.855.520 72.515.520 130% 94.270.176

Standart Sewa Rumah Per-Tahun

Sewa tanah dan Bangunan per- 1 tahun Stb
Faktor penyesuaian sewa tanah (%)
luas tanah tt

3,33% (PMK)

Nilai Wajar tanah diambil dart Minimal Nilai Jual Objek Pajak 10 000

(NJOP) dilokasi setempat (Jalur 2 Kota SalaI-an) (Pprhu())

faktor penyesuaian sewa bangunan (%)
luas bangunan (M2) Ib

6,64% (PMK)

Harga satuan bangunan berdasarkan standar harga daerah (Rp/M2) FIN
(Standar harga bangunan dari Standar Harga Barang dza Jasa Daerah) 5.510.000 (Perbup)

Nilai sisa bangunan (%) Nsb
(Penyetaraan nilai sisa bangunan dengan usia bangunan 5 Tahun
pada ntlai penyusutan 2% per-tahun untuk Rumah Permanen)

90% (PMK)

Formula Perhitungan Tunjangan Perumahan per-1 bulan 130% (PMK)

(Jumlah per-tahun x 130% : 12 bulan) 12

Jabatan Tanah Bangunan

Ketua 750 300

Wakil Ketua 500 250

Anggota 400 200

TUNJANGAN PERUMAHAN

R U M S  : Stb = (3,33% x Lt X Nilai Wajar Tanah)x130%/11 4 (6,64% x Lb x Hs x Nsb)x130%/12

PMK33/PMK_06/2012

PERMENDAGRI NO.7 TAHUN 2007

BUPATI BA K E P U L A U A N

ZAINAL



I AMI'lleAN I I
PERATURAN IJUPATI BANOGAI KEPULAUAN
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAII NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRAT1F PIMPINAN DAN ANGOOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB1JPATEN BANGGAI KEPULAUAN

RUMUS : Stb = (3,33%x Lt x Nilai Wajar Tanah)x130%/12 (6,64%x lb x Hs x Nsbjx130%/12

PMK33/PMK.06/2012

Perhitungan Tunjangan Perumahan Perbulan Pimpinan dan Anggota [TRU'
Jabatan Nilai Tanah 8angunan Total Tunjangan Pajak 15% Setelah Pajak
Ketua 1.352.813 10.701.522 12.054.335 1.808.150 10.246.184
Wakil Ketua 901.875 8.917.935 9.819.810 1.472.972 8.346.839
Anggota 721.500 7.134.348 7.855.848 1.178.377 6.677.471
Standart Sewa Rumah Per-Bulan 12
Ketua 12.487.500 98.783.280 111.2/0.780 130% 144.651014
Wakil Ketua 8.325.000 82.319.400 90.644.400 130% 117.837.720
Anggota 6.660.000 65.855.520 72.515.520 130% 94.270.176
Standart Sewa Rumah Per-Tahun

Sewa tanah dan Bangunan per-1 tahun
Faktor penyesuaian sewa tanah (%)
luas tanah
Nilai Wajar tanah diambil dare Minimal Nilai Jual Objek Pajak

5th

Lt
N/r9

3,33% (PMK)

500.000
(NJOP) dilokasi setempat (Jalur 2 Kota Salakan) (Perbup)
faktor penyesuaian sewa bangunan (%)
hias bangunan (M2)
Harga satuan bangunan berdasarkan standar harga daerah (Rp/M2) is

6,64% (PMK)

(Standar harga bangunan dari Standar Harga Barang dan Jasa Daerah) 5 510.000 (Perbup)
Nilai sisa bangunan (%) Nsb
(Penyetaraan nilai sisa bangunan dengan usia bangunan 5 Tahun
pada nilai penyusutan 2% per-tahun untuk Rumah Permanen)

90% (PMK)

Formula Perhitungan Tunjangan Perumahan per-1 bulan 130% (PMK)
(Jumlah per-tahun x 130% : 12 bulan) 12

Jabatan Tanah Bangunan
Ketua 750 300
Wakil Ketua 500 250
Anggota 400 200

TUNJANGAN PERUMAHAN

PERMENDAGRI NO.7 TAHUN 7007

3 1 ,BUPATI BA GG KEPULAUAN

I

ZAINAL N i l e (



IAMP1RAN I I
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
I 'ERA I'LJRAN I  'ELA1,SA NAAN PERA11.11LAN DAERA11 N U M U R  1 .1 Al I UN 2 0 1 7
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIP PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII  KAI3UPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jabatan Nilai Tanah Bangunan Total Tunjangan Pajak 15% Setelah Pajak
Ketua 1.352.813 10.701.522 12.054.335 1.808.150 10.246.184
Wakil Ketua 901.875 8.917.935 9.819.810 1.472.972 8.346.839
Anggota 721.500 7.134 348 7.855.848 1.178.377 6.677.471
Standart Sewa Rumah Per Bulan 12
Ketua 12.487.500 98.783.280 111.270.780 130% 144.652.014
Wakil Ketua 8.375.000 82.319 400 90.644.400 130% 117.837.720
Anggota 6.660.000 65.855.520 72.515.520 130% 94.270.176
Standart Sewa Rumah Per-Tahun

Sewa tanah dan Bangunan per- 1 tahun Stb
Faktor penyesuaian sewa tanah (%)
luas tanah It

3,33% (PMK)

Nilai Wajar tanah diambil dari Minimal Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) dilokasi setempat (Jalur 2 Kota Salakan)
faktor pe"yesuaian sewa bangunan (%)
!um bangunan (M2)

NMI

lb
6,64`2;,

`,00,000
(l'erbup)
(PMK)

Harga satuan bangunan berdasarkan standar harga daerah (Rp/M2)
(Standar harga bangunan dari Standar Harga Barang dan Jasa Daerah)

Hs
5.510.000 (Perbup)

Nilai sisa bangunan (%)
(Penyetaraan nilai sisa bangunan dengan usia bangunan 5 Tahun
pada nilai penyusutan 2% per-tahun untuk Rumah Permanen)

Nsb
90% (PMK)

Formula Perhitungan Tunjangan Perumahan per-1 bulan 130% (PMK)
(Jumlah per-tahun x 130%: 12 bulan) 12

Jabatan Tanah Bangunan
Ketua 750 300
Wakil Ketua 500 250
Anggota 400 200

T U N J A N G A N  P E R L I M A I I A N

RUMUS : Stb = (3,33% x Lt x Nilai Wajar Tanahjx130%/12 4 (6,64%x Lb x Hs x Nsb)x130%/12

PMK33/PMK.06/2012

Perhitungan Tunjangan Perumahan Perbulan Pimpinan clan Anggota DPP()

PERMENDAGRI NO.7 TWIN 2007

BUPATI BA . iGA KI PUIAUAN

7AINAL MUS



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMO: 53 TAHUN 2017
TENTA G
PERALJRAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTAvG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAI3UPArEN BANGGAI KEPULAUAN

Jabatan (Permendagri 11 Tahun 2007) CC Harga/Hari
KelJa 2.500 700.000
Wahl Ketua 2.200 550.000
Anggota 2.000 450.000

Perhitungan TUNJANGAN TRANSP0RTASI Pimpinan & Anggota DPRD Banggai Kepulauan

Jabatan Tunj. Transportasi Pajak 15% Setelah Pajak
Ke-:..la 17.850.000 2.677.500 15.172.500
WaKil Ketua 14.025.000 2.103.750 11.921.250
Anggota 11.475.000 1.721.250 9.753.750
To:al 43.350.000 6.502.500 36.847.500

TUNJANGAN TRANSPORTASI

Rh MUS Ttd = Fp x Hs x Hk) P E R M E N D A G R I  11 tahun 2007

Tunjangan Transportasi DPRD
Faktor Penyesuaian
Standar Harga Satuan CC Mobil
Hari Kerja

Ttd
Fp(%)
StCC
Hk

85%
Jabatan

30

BUPATI BANGGAAI KEPULAUAN

ZAINAL MUS



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGGAI KE?ULAUAN
NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Ja:atan (Permendagri 11 Tahun 2007) CC Harga/Hari
Ketua 2.500 700.000
Vyckil Ketua 2.200 550.000
Anggota 2.000 450.000

Perhitungan TUNJANGAN TRANSPORTASI Pimpinan & Anggota DPRD Banggai Kepulauan

Ja:atan Tunj. Transportasi Pajak 15% Setelah Pajak
Ketua 17.850.000

..
2.677.500 15.172.500

Wakil Ketua 14.025.000 2.103.750 11.921.250
Ar,Igota 11.475.000 1.721.250 9.753.750
Total 43.350.000 6.502.500 36.847.500

TUNJANGAN TRANSPORTASI

RUMUS Ttd = Fp x (Hs x Hk) P E R M E N D A G R I  11 tahun 2007

TL.njangan Transportasi DPRD
Faktor Penyesuaian
Standar Harga Satuan CC Mobil
Hari Kerja

Ttd
Fp(%)
StCC
Hk

85%
Jabatan

30

BUPATI BA G  KEPULAUAN
0

ZAINAL MUS



kMPIRAN III
ERATURAN BUPATI BANCGAI KEPULAUAN
° M O ;  53 TAHUN 2017
ENTANG
ERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
ENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAT':RAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jabatan (Permendagri 11 Tahun 2007) CC Harga/Hari
Ketua 2.500 700.000
Wz-.kil Ketua 2.200 550.000
Arggota 2.000 450.000

Perhitungan TUNJANGAN TRANSP0RTASI Pimpinan & Anggota DPRD Banggai Kepulauan

Jabatan Tunj. Transportasi Pajak 15% Setelah Pajak
Ketua 17.850.000 2.677.500 15.172.500
Wakil Ketua 14.025.000 2.103.750 11.921.250
Ar ggota 11.475.000 1.721,250 9.753.750
Total 43.350.000 6.502.500 36.847.500

TUNJANGAN TRANSPORTASI

Rl mus Ttd = Fp x (Hs x Hk) P E R M E N D A G R I  11 tahun 2007

Turjangan Transportasi DPRD
Faktor Penyesuaian
Standar Harga Satuan CC Mobil
Hari Kerja

Ttd
Fp(%)
StCC
Hk

85%
Jabatan

30

BUPATT BANGGAI KEPULAUAN

Z A I N A 1 . 7 ° ‘ ; . :


